
GUBtrRNTIR GORONTALO

PERATURAN DAERAH

NOMOR 7

PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2013

Menimbang : a.

o.

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSIGORONTALO

DENGAN RAHMAI TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

balrwa dalam menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan

sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah yang bersifat

waiib, dibutuhkan organisasi perangkat daerah yang disusun

dengan memperhatikan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara

pernerintah pusat dan daerah,

bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah dengan memperhatikan faKor-faktor tertentu

dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemeriniah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),

sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2003

tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah,

maka organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Provinsi Gorontalo harus disesuaikan dengan

perundang-undangan dimaksud ;

peraturan

J



Mengingat :  1.

bat'iwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja

Rurnah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo.

Un<1ang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Dar-.rah-daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Unrlang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

19i'4 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan

UnrJang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

UnrJang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4060);

UnrJang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Da,erah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta

Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir

dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Ne,gara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Kerrangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Le,mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

151], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

50172\,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

2

o .

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



lndr:nesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2O(t7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Org;anisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 474'l ),

1 0. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 045/Ir4ENKES/PER/X|/2006

tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan

Departemen Kesehatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PER\^/AKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Menetapkan .

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

PE.RATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

OFIGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM

DI.EMH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1 . Pe,merintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Derwan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat

dis;ebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



J . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pernerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

UnCang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pe'angkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari

Sel<retariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan

Lernbaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Ketcala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

Se1<retaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Goronta lo.

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala

Daerah dan mengikat secara umum.

I Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan

Gubernur adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang

bersifat mengatur dan mengikat secara umum.

9. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan

Gubernur adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah yang bersifat penetapan.

10. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Propinsi

Gorontalo yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah

sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

kes;ehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang

dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah.

11. Dinras adalah Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo

12. Din-.ktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi

Gorontalo.

13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
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BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Rumah Sakit adalah lembaga teknis daerah yang merupakan

unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang

Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Daerah melalur Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit mempunyai tugas:

a. Rurnah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu

Gutrernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

pelayanan kesehatan.

b. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan

berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,

penrulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan

upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan

upaya rujukan; dan

c. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar

pelayanan rumah sakit.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4,

Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi :

a. pelayanan medis;

b. pelayanan penunjang medis dan non medis;

c. pelayanan dan asuhan perawatan;

d. pelayanan rujukan;

e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;

f. penelitian dan pengembangan;

S pel€ryanan administrasi umum dan keuangan; dan 
I
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